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ABSTRAK
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga perwakilan daerah

yang dibentuk pasca perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 sebagai bagian dari penguatan sistem demokrasi dan mekanisme checks
and balances dalam ketatanegaraan Indonesia. Kehadiran DPD diharapkan mampu
memperjuangkan aspirasi daerah dalam proses pembentukan undang-undang serta
pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Namun,
dalam praktiknya kewenangan DPD masih bersifat terbatas karena ketentuan
konstitusional hanya memberikan fungsi pengajuan, pertimbangan, dan pengawasan
tertentu tanpa kewenangan pengambilan keputusan akhir sebagaimana dimiliki
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Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kondisi tersebut menimbulkan persoalan
mengenai efektivitas kedudukan dan peran DPD dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan kewenangan DPD
dalam proses pembentukan undang-undang dan fungsi pengawasan berdasarkan UUD
1945, mengkaji keterbatasan konstitusional yang dimiliki DPD beserta implikasinya
terhadap efektivitas kelembagaan, serta merumuskan konsep ideal kewenangan DPD
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah
penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan
konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum diperoleh melalui studi
kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan DPD dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia belum mencerminkan prinsip bikameral yang kuat karena
kewenangan legislasi dan pengawasannya masih terbatas. DPD tidak memiliki
kewenangan ikut menetapkan undang-undang secara penuh, sehingga fungsi
representasi daerah belum berjalan optimal. Keterbatasan konstitusional tersebut
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berdampak pada lemahnya efektivitas DPD dalam memperjuangkan kepentingan
daerah serta menciptakan ketimpangan relasi kelembagaan dengan DPR. Oleh karena
itu, diperlukan penguatan kewenangan DPD melalui reformulasi konstitusional dan
legislasi agar DPD memiliki peran yang lebih signifikan dalam pembentukan undang-
undang dan pengawasan pemerintahan guna mewujudkan sistem ketatanegaraan yang
lebih demokratis, representatif, dan berkeadilan.
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